BAB 11
SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

A. Definisi Negare Jslam

Sebelum kita meubshas lebih jauh tentang sis-
tem pemerintahan Islam, terlebih dulu kita membshas
ientang definisi negars Islam. Uréensi pembahesan
masalah ini semakin tampak setelgh kita Dbertanys di

mana pemerintahan Islam itu ada.

Negara Islam berssal dari dus kata yaitu "ne-
gars" dan "Islsm", Negara menurut Prof. Mr. M. Nas-
run adalah "suatu bentuk pergaulan hidup yeng ter-
tentu (khusus) yaitu harus memenuhi tigs syavat po-

kok; rakyat tertentu, desersh tertentu dan pemefin~

tahan yang berdaulat". (Soestomo, SH., 1993 : 23).

Dari pengertian unegars tersebut jsles bshwa
pemerintalh merupaksn salah satu bagian dari syarat
sdanys suatu negars. Atau dengan kata lain pemerin-
tah itu adanys di delam suatu negars. lari ursian
pingkat ini dapat kita tarik suatu pemshamar bshwa

"pemerinishan Islam" ada di dalum '"negare Islam"”.

Agar lebih  jelas pembshasan masslah ini, ove-
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rikut beberaps pendapat ulamas tentang definisi negs-

ra Islam (darul Islam).

1. Abdul Kadir Audeh dslam kitabnya Tarikh Tasyri’

2.

)

Al-Jina'i memberi definisl sebagai Dberikut:
"Darul Islam adalah negara yang melaksanakan
hukum Islem atau penduduknya dapat melaksana-
kan hukum Islam di dslam negaranya, Jjuga ter-
masuk darul Islam yaitu setiap negars yang
penduduknys atau mayoritas penduduknya adslsh
muglim, juga setiap negara yang dikuasai oleh
orang muslimin walaupun mayoritas penduduk ne-
gara tersebut bukan muslim. Dan jugas biga di-
kategorikan negara Islam yaitu setiap negars
yang diperintah oleh orang bukan musglim selamas
renduduk muslim dalam negara fersebut melaksa-
nskan hukum JIslam, atau tidak ada sesuatu ;éng
melarang orang muslim melgksanskan hukum Islam.

(#bdul Kadir Audsh, tt. : 276).

Ar-Rafi’'y memberikan definisi sebagai berikit:
a. Négara yang penduduknya terdiri dari orang-

orang Islam.
b. Negara yang dikalashkan oleh orang "Islam se-
dangksn penduduknys asgli tetap di sanas.

3. Muhammad Abu Zahrah, memberikan definisi seba-
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gai berikut:

vparul Islam adalah suatu negara yang memerin-
tah dengan kekuasaan kaum muglimin. Kekuatan
dan perkataannya di tangan kaum musglimin 1itu.
Adalsh kewajiben kaum muslimin mempertahankan—
nya, perang dalam mempertahankannya itu adalah
fardlu kifaysh, bila belum lagi negars itu.
Tetapi bils musuh telsh memasukinys perang wak
tu itu menjadi fardlu ‘'ain bagi setiap orang

Islsm. (Drs. Saparlen, 1993 : 6)s

Kalau kita melihat definisi~definisi yang di-

berikan oleh para fugaha tersebut, kits tidak  akan

mendaspat kesimpulan yang jelas tentang definisi ne-

gars Tslsm.

pari definisi-definisi negera Islam tersebut pada

garig besarnya bisa kita rumuskan sebagai berikut :

1.

Vegara Islem dalam arti yuridis, yaitu suatu
negera yang memerintah dengan menggunakan hu-
um Islam, baik negara tersebut mayoritas pen-

duduknys musiim atau non muglim.

Negara lslasm dalsm arti sosiologis, yaitu ne-

gars yeng mayoritas penduduknys muglim, baik

’negara tersebut diperinteh dengan menggunakan

nwukum Islam atau tukan.
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Nemun kalsu kita mengasmatl negara-negara Ia-
lsm yang tergabung dalem Organisasi Konprensi Islam
(OKI), pengertian negara Islem pada masa sckarang se-
makin ksbur, karens negara-negara yang masuk dalsm
anggota OKI tersebut tidak semua bisa dikategorikan
gebagai negars Islam balk secara yuridis maupun so-=
siologis. Mereka bergabung dalam OKI bukan karena
dirinys sebagal negara Islam tetapi karens mempunyail

maksud-mekgud lain.

Agar supaya pembahasan definisi negara Islam
ini mengarah psda masalah yang hendsk dibshas ysitu
sistem pemerintehan Islam, maka definisi negars Is-
lem dalam skripsi ini dibatasi pada definisi negara
Islam secara yuridis, ysitu negara yanhg meﬁ;fintah
dengan menggunakan hukum Islam, baik negara tersebut

mayoritas penduduknya muslim stsu non muslim.

B. Tujuan Negara JIslam

Pads  waktu Islam dstang, umat menusia sedang
terkepung dengsn kerusaken dari segala penjuru. Ru-
ssk agidsh, yaitu dalam hubungsn manusis dengan fna-
lignys dan rusak péradaban, yaitu hubungan antara

menusis dengan manusia.

Islsm dsteng memperbaiki aqidsh dengen memssg-
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tiken keesaen Allsh dolam orti seluts kets, dan wons
perbaiki kerusakon pcreadsben menusic dengan  acngha=
pus segals bLentuk perbedoan derajot manusis, Jdo se-
terusnys Iclem membimbing manuels ke aroh cints  ka-
cih, kerjessams untuk mencapail kebahagisan dan perds-—
mgisn serta keadilen mutlak begi umat monugis se andi-

ri. (A. Vagjmi, 1984 : 50).

Loks otas dagar den tujusn inilah, Islam mem-
bengun dsuleh don negara (Islem).

Allsh sSwt. telah berfirmen :

A Gant 3y L 5 L an Al el
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" b<“pe canglsh kamu se“uauya kepuas teli (a-
game) Alleh, dan janganlah k}mu bercersai b(rq¢,
deil ingatlsh sken nikmet  Allael kepadomu Ketiae
dahulu (maso Jahiliyah) ocrmusuh-musuhfu, TSIas
;llab ernjincklkan  entsre hatinua, laiu e jedi-
ken ksamu LJLeua nikmat Allah ororn;~orang ‘

bersaudare; dan kamu telah berada di tepl [uwvr.
nercks lalu Alllu menyelamstkan  koau derd poon-
nye. Dewikienleh Allah mererangkon avnt~nyxt—?y-
kepadaint, ager  kewu wendapa it netunjuk. v nones
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menyeru kepads kebajikan, menyuruh kepada yang
ms'Tuf den mencegeh dari yang mungkar. Merekalsh
orang-orang yang beruntung". (Al-Qur'an, 3:103).

Kedua ayat tersebut menggarisksn desar-dasar

negara Islam dan sekaligus menggambarkan tujuan dari

negara Islam. Delam ayat ysng lain Allsk berfirman:

Y%F>bm‘~;m{/}le7\_1J\;f:<~5\f\;glao\) L&Jk“{)\.gih)
* & “ [ .';,/ . .

: A L : Wy
wgesungguhnya Kaemi telah mengutus Rasul=-rasul Ka-

mi dengsn membawa bukti-bukti yasng nyata dan te-

1sh Kemi turunkan bersama mereka Al-Kitab dan
neraca (keadilan) supays manusia dapst melaksa-
pakan keadilan. Dan Kemi ciptakan besi yeng dari

padanya terdspat kekuatan ysng hebat dan bHerba-
gal manfast bagi manusis...” (Al-Qur'an, 57 :

2% ).
Yang dimakstd besi di dalam ayat tersebut a-
dalah "kekuatan politik" ysekni kekuatan pemerintsh-

an yang berdaulat kelusr dan kedalam.

Avat tersebut menjelaskan tentang tujuan di-
utusnya para Naebi, yeitu menegakksn sistem keadilan
sogial di stas dunia ini, dengan berdasarksn pada
pedoman yang diturunksn kepada mereka di dalam ki-
tabnyas yang jugs berisi "mizan". Mizen éi sini di-~
maksudkan sustu disiplin yeng nenghendaki keadilan

di delam kehidupan masnusia.
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"(Yaitu) orsng-orang yang jika Kami teguhkan ke-
dudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka men-
.diriken sembshysng, menunaikan zgkat, menyuruh
berbuat yeng ma'ruf dan mencegah dari perbuatan
yang mungkar; dan kepada Allsh lah kembali sega-
1a urusan". (Al-Qur'an, 22 : 41 ).

SIS | WA CHN S| FEUSE, -o\,AJ_«;r;J
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"Kamu adaleh umat yang baik ysng dilshirkan un-

tuk manusis, menyuruh kepads yang ma'ruf dan men

cegah dari yang mungkar,dan beriman kepada Allah
vee" (Al=Qur'an, 3 :110).

Bagi mereka yang hendsk mentadabburksn ayat-
ayat di atas, eken semakin mendapat kejelasan bahwa
negara yang digambarkan oleh Al-Qur'an bukan hsnys
negars yang bertujuan untuk mencegsah bal-hal yang
negatif saja. Bahkan Al-Qur'an jugas menghendakl ne-
gara yang bertujuan (melsksanakan) hgl=-hal yasng po-
sitif (ujabiysh). Tujuan pokok berdirinys negara Is-
lem sdalah melaksensokan sistem keadilan sosisl ysng
baik, seperti yang diperintahksn Allah dalam Kitab-
Nya. bengan demikian, negara Islam buksn hanya seke-

dar melarang timbulnya permusubhan sessma manusis, me-

melihara kebebassn menusis dan mewujudkan pertahanan



negara sajae.

Menurut konsepsi Al=-Qur'an inti tujuen skhir

suatu negars adalsh mencegsh bentuk kemungkarsn yang
tercatat dalam kiteb Allah den melarang timbulnya
vangkai-bangkai keburuken dsri sumbernys. Di samping
itu juge menawarkan konsepsi-konsepasi kemaslahatan
yang diridloi Allsh, sebagaimana terpampang dengan
Je}as dalam Al=-Qur'asn. (Abul A'la Al-Maududi, 1991 :

53).

Dari uraian tersebut Jelas bahwa bagi Islam
"negara" buksnlash merupakan tujuan akhir. Negsara a-
delah alst dan jalan untuk mencapai tujuan, yaitu ke

sdilan dan kemgkmuran bagi masyarskat umum.

C. Pembagian Kekuasaan Negara palsm Negsars Islam

Seteleh kita membahas definisi dan tujuan ne-

gare Islem, meks dalem benak kite timbul pertanyasn
bagnimsna sistem pemerintshan dalam negara Islam
dan epakah di delamnya juge ada pembagian kekuasaan
negara sepeffi layaknys beberapa sistem pemerintahan

yang ada sekarsng.

Berdasarkan sejarsh Islam dasn kenyataan seja-

rgh, maka Abdul Kadir Audeh, sarjana hukum dan poli-



tikus Isleaw Xenamaen, membagi kekuasasan dalam nega-

re8 Islam ke dalam lima bidang, eartinya ede "lims ke-

kuasaan" dgalasm negara Islam, yaitu :

1.

3.
4.
54

Sultah Tanfidziyah (kekuassan penyelengzgera un-
dang-undang).

Sultah Tasyri'iyah (kekuasaan pembuat undong-
undang ).

Sultsh Qadla'iyah (kekuasaan kehakimsan).

Sulteh Maliyah (kekuasaan keuangan).

Sultah Muraqabsh wa Taqwim (kekuasaan penga-

wasan masyasrakat).

Selain itu dslasm sejarah pertumbuhan dan per-

kembangan negara dan pemerintahan Islam, didapati

beberapa badan dan lembaga dalasm bideng kekuasaan

ekgekutif, yang dibentuk oleh khalifeh berdasaggan

kebutuhan waktu dan keadaan.

Dr. Hasan Ibrshim Hasan guru besar sejarah

Islam dan Ketua Jurusan Sejarsh pada Universitas Kai-

ro mencatst ada lima bueh organisasi (badan) peme-

rintahan dalam negars Islam, yaitu:

1l..0rganisasi politik yang mencakup instasnsi-ins-

yansi jabatsn kepsla negara, kementerian, se-
kretariat negara, dan Jabatan dan pejabatnya

kiva-kira hempir serupa dengan sekretsris ne-



gara dewass ini.

2. Orgenisasi tata usahe negora, yang mencakup
urusan pemerintah dserah, dewan=dewan negara,
seperti dewan urusan pajsk, dewan urusan per-
gsuratan, dewan Kkhatim (urusan arsip negsara),

dewan urusan pos dan dewan urusan polisi.

3. Organisasi keusngan Yyang mencskup urusan bail-
tul masl, seperti uang masuk dan uang keluar,
gsegals macam sumber uang negara, urusai tensh

dan sebagainysa.

4. Orgenisasi pertahanan, yang mencakup urussn
ketentraman, kebentengan, persenjataan dan

lain=-lain.

5. Organisasi kehakiman, yang mencakup bidang-
bidang pengadilan, kejsksaan, pengadilan 5$n-
ding (madlalim) dan hisbah, yaitu suatu badan
yang tugasnya berussha supaya tidak terjadi
kejehatsn dan sifat pekerjaannya preventif,
antana lain dengan dekwsh (menyuruh ma'ruf dan

mencegah mungksr).

Seperti yelsh diuraikan, bahwa organisasi po-
litik; organisasi tata usaha negara dan organieasi
pertahanan semuanya termasuk dalam bidang kekuasaan

eksekutif. Sedang orgsnisasi keuangan dan organi -



gasi kehekiman masing-masing termasuk dalem bidang
kekuassan keusngan dan kekuasaan yudikatif. (A.Hasj-

mi, 1968 : 239).

Selsin dari pada itu dalam negara Islam dike-
pal istilsh "wizarsh". Menurut Ibnu Kheldun wizarab
adalash induk kekuassan dan induk jabatan pemerintah-
an,

Kalsu hel ini disemaksn dengan jabatan sekarang ada-
1ah "kebinet". Sedangkan yang mengepalai wizarah di-
gebut "wazir", kalau sekarang kira-kira sama dengan
nperdana Menteri®", ateu Menteri Pertama. Dan wazir

ini sdalah tengan kanan khalifah.

Abu Hasan Al-Mawardi mengupas masalsh wizarah
ini dalam kitabnya Al-Ahkem As=Sulthaniysh, belisu

membagi wizarah menjadi dua bentuk :

1. Wizarah Tafwidh
Yaitu pengangkatan wazir oleh imem dengsn di-
beri hek dan tanggung jawab penuh dalam mengu-
rus urussn-urusan negarsa.
Tidak asda hal-hal yang mencegah bolehnya wiza-
" rsh tefwidh ini, Allah Ta'ala berfirmsn yang
isinye menceritakan Nabi-Nya Musa as. dengan

sguderanya Harun:

O\_f.)}_—i)’w BQZ/JD o) L;ﬂ\‘/-::/JL_,JJ;LA\‘g
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"Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dsri
keluargeku (yasitu) Harun, saudaraku. Teguhken-
lah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dis
gekutu dalam urusapku," (Al-Qur'an, 20:29-32).
Apasbila hal tersebut delam masalsh kengbian di-
perbolehkan, maka dalam masalah imamah lebik
boleh. Karena tugas imam untuk mengatur negara
tidak senggup dilaksanakan sendiri seluruhnys,
sehingga memerlukan bantuan, dsn bantuan wazir
yang bersekutu dengsn imam dalam pentabdiran
negera, lebih sehat dari pada melaksanskan u-
rmean sendirian, sehingga dengan demikisn imam
meringenkan beban sendiri den lebih besar ke-

mungkinen terhinder dari kegagalan. (Abu Hasan

Al-Mswardi, 1973 : 22).

Ada dua hal yang membedaksn antara wizarqg

tafwidh dan imamah.

~ Hsl yang khusus dengen wazir, yaitu menelash
segals pekerjessn limam, mengenai pentabdiran
negara, penggunaasn kekuasaan dan pengangkat-
an pegawai, agar dia tidak bertindsk sendi-

rign seperti imam.

- Hal ysng khusus dengan imam yeitu memperha-
tikan segale 'pekerjean wazir dalam hal peng-

urusen negaras, untuk dipastikan apakah pe-
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kerjean wazir itu benar atau tidsk, karens
pengurusan umst telah disershkasn kepadanys,
berhasil atsu tidak, tergantung pada ijti-
hadnya. (Abu Heeen Al-Mawardi, 1973 : 24).

2. Wizareh Tanfidz
Yaitu perantara antara imem dengan rakyat yang
menunasiken spa ysng disuruh, menjslankan  apa
yang telah disebut, melakssnaksn apa yang te-
lah ditetapkan, mengumumkan pengangkatan para
gubernur, mempersispkan tentara dan menyampai-
kan kepada imam masalash beru dan penting, agar
dis depat menyelesaikennys sesual dengan pen<

dapat imem. (Abu Haesan Al-Mawardi, 1973 : 26).

Dengan demikian Jjelas bahwa hukum yang dibe-
benkan kepada weziyr ini lebib ringan dan sya-
ret-sysratnya lebih sedikit, karena pandangan-
nys terbatas pada pendapat dan pentabdiran i-
mem. Dia hanys pembantu imsm belaska dan tidsk

' mempunyai kekussasan sendiri ates pekerjean itu.

Selanjutnya Abu Hasan Al-Mawardi menjelaskan perbe-

dasn entara kedua bentuk wizarah tersebut:

1, wazir Tafwidh bolel langsung mengadili perkara
dengan bertindsk sebagai hakim, demikisn puls

mengurus langsung pengadilan banding (madlelim)
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4.

1.

dan hal-hal ini tidek boleh bngi wazir Tanfidh.

wazir Tafwidh boleh pertindak sendiri untuk
mengsngkat para gubernur, sedangkan wazlir tan-

£idh tidak boleh berbuat demikian.

wazir Tafwidh boleh bertindek langsung mengi-
rim pasukan ke medan perang, bshkan memimpin
peperangan, gedangkan wazir tanfidh tidsk bo-

leh berbust demikisne.

Wazir Tefwidh boleh langsung mengeluarkan uang
daeri baitul masl serta mengembil yang menjadi
haknys, dan menyerahkan apa yang wajib dise-
rahkasnnya, dan hak ysng demikiasn tidak ada pa~
da wazir tanfidh. (Abu Hesan Al-Mawardi, 1973:

27).

Dalam hal pembuatan undang-undang, dalam ne-

garas Islam jugse mengenal adanya pembagian kekuassan.
Pembggian jni disebabkan sdenya dua sifat perundsng-
undangan dalem negara Islam yeng menuntut sadanya
pembagian kekussaan tentang siaps yang berkuasa mem-

buat perundang=-undasngan tersebut, ysitu:

Tesyri'at Tenfidziyah (undeng-undeng pelakss-

.ngan)

Yaitu undang=-undang yang gifatnys menjemin ter-



laksananyas nash syari'at Islam.

Kekuasaan pembustan undang-undang ini dipegang
oieh khalifsh sendiri, karena pada hakekatnya
adalah pekerjaan yeng gifatnya pelaksangan,se-

kalipun bentuknya perundang-undangsn.

2. Tasyri'at Tandhimiyah (undang-undang kemasyare-
katan)
Yyaitu undang-undang yang sifatrnya mengatur ma-
syarakat, melindungi dan menjsmin hajat kebu-
tuhannya yang harus didasarkan atse prinsip-
prinsip syari'at umum. Perundeng-undangan ini
hanya boleh dibuat dalam hal-hal di msna sya-
ri'at tidak Bicara apa-apa tentangnya dan ti-
dsk ads pula nash-nash khusus.,
Kekuassan pembuatan undang-undang ini dipegang
oleh khalifsh bersamg-sama ahli syura, dalam
bates-batas musyawarah yeng telah ditersngkan

oleh syara'. (4. Hasjmi, 1984 : 247).

D. Prinsip-prinsip Pembagian Kekuagaan Negaxrs Dalam
Negara Islam

Setelah kits membahas pembagian kekussacn ne-
gara dalam negara Islam, make +imbul suatu pertanya-

an bagsimana prinsip-prinsip pembagian kekuasaan ne-
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gara dslem negara Islam tersebut, khususnys masalsh
prinsip-prinsip Sultsh Tanfidziyah dan Sultah Tagyri
*iyash. Pembashasan masalah ini sangat penting, karena
dengan mengetshul pringip-prinsgip yang ada dalem ke-
dus kekussaasn tersebut akan dapat diketahui bagaima-
na sistem pemerintahan dalem negara Islam.

Prinsip~prinsip tqrsebut, garis Dbesarnya adalah se-

bagai berikut:

1. Khalifah sdalsh kepala negara yang sekaligus
kepala pemerintshan. Dengan demikian pemegang
kekuasaan eksekutif adalah khalifah. Dalam ke-
dudukannys ysng demikian itu maska khalifah ber-
kewajiban untuk melgsksanakan segala urusan ne-
gaera dsn bertanggung jawab atas segalsa yang
diamenstken kepadanya baik kepada Tuhan maupun
kepada umat yang ia pimpin melalui lembaga yang
berwenang untuk itu.

Tenggung jawab ysng demikisn bersifst mutlak
bagi seorang khalifah dalam suatu negars Islam
baik yeng sistem pemerintahannya menggunskan
sistém nwizarah tanfidz", meupun yang menggu-
nakan sistem "wizarash tanfidh". Hal ini dise-
babkaen baik wizereh tanfidz maupun wizarah taf-
widz, keduanys sama-samg bertanggung jowab Ke-
pada khalifsh yong telah mengangkat mereka dan

kepon gaje khalifeh boleh memecat mereka billa
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mereks telah menyeleweng dari garis politik

. yang telah ditetapkannya. (A. Hasjmi, 1984

243).

Delsm mengemban tugaenys sebagai kepala negara
dan kepals pemerintahan khalifah harus selalu
merundingkan (musyawarah) dengan ahlu ra'yi
terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul
dslam pemerintahannya bila dipendang hsl itu
perlu. Sehingga otorites kepsla negara dibe-
tasi dengan perintsh agar genantiasa bLermusys-
warsh dalam menyelessikan uruesan umat .

Allsh berfirmen:

VAR .
R A N

—

v, .. dan bermusyaswarshlah dengan mereks da-
lam urussn itu..." (Al=-gur'sn, 3 : 109).

Yang dimaksud dengsen nurugan" dslam ayat ter=
gebut ysitu urusan peperangai dan hal-hal du-
niawish lainnya, seperti urusan politik, eko-

nomi, kemasysrakatan, den lein-lain".

Serta hadits Nabi

. "Segungguhnya Allsh merestui tige perkars, agar

kamu beribadat kepada Allsh den tidak memper-

"gekutukannya sedikitpun, agar kamu semuanys

berpegang teguh dengsan tgli Allsh dsn tidak

bercerai, agar kamu pnasehat-menasehatl (bermu-
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A1

gyswarsh) dengan orang ysng telah  diangksat

oleh Allah untuk urussnmu.” (Hedits Muslim).

Khelifsh memimpin langsung gegala kekuassan
yang ada, termasuk sultsh tasyri'iysh (kekua-
saan pembuat undang-undang). Dalam hgl kekua-
sasn pembust undsng-undang dalem bidang tasy-
ri'at tanfidziysh, khalifah punya hak  penuh,
meksudnya tidek ada keharusan baginys untuk
bermusyewarsh dengsn Ahlu Syurs.

Kerena pada hakekatnys hal tersebut hanys me-
rupaekan pekerjasn yang gifatnya pelsksanaan,
sekslipun bentuknya perundang-undangan.
Sedangkan da%am hal kekussaan pembuat undang-

undang dalam bidang tasyri'at tandlimiyah, kha-

" 1ifah harus bermusyswarah dengsn Ahlu Syuras

dslam batas-batas musyawarah dan ikatan-ikatan
yang ada. Dslam hel ini Abul A'las Al-Maududi
menuturken bahwa perkara-perkara yang oleh
Allsh dan Rasul-Nya telah ditetapkan hukum-hu-
kumnyé dengan jelas ateau telah ditetapkan ba-

tssan-batasan dan prinsip-prinsip dasarnya,

‘meka besdan legislatif (Anlu Syura) dibolehkan

membuat penafsiran—penafsiran, perincian-perirnr

cign stau mengsjuken sarsn-ssran untuk membuat

kaidssgh-ksideh, peraturan-peraturan gampingan
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dsn ikatan-iketsn khusus dalem melaksanskannya
den menjalankannyas. Tapi baden ini tidak di-
perbolehkan mengadakan suatu penolekan ataupun
pergentisn. Adapun perkara-perkara yang oleh
pemegang kekuasaan tertinggi yakni Aliéh, be-
lum ditetapkan hukum-hukumnys yasng pasti atau
belum diletakksn dasar-dssar ataupun batasen-
batasannya, maka badan legislatif ini diper-
bolehkan membuat undang-undané yang sesuai de-
ngan ruh Islam serta prinsip-prinsipnys yang
umum, sebab tidak adanya ketentuan dari Sang
Pembuat Syara' ysitu Allah mengensi perkara-
perkara itu. Hal itu menunjukkan bahwa Allah
telsh menye£ahkan kepada kebijsksansan ksummus-

limin yang benar. (Abul A'la Al-Maududi, 1993:
74). -

Delam tafsirnya terhadap surat An-Nisa' ayat
59, Ahmad Musthafs Al-Marsghi menyebutkan: Apa-
bils tidak ada nash terhadsp suatu hukum di
dalam Al-Kitab dan As-Sunneh, maka Ulul Amri
bermusyawarah tentang hal tersebut, karena me-
. reka yang dipercaya untuk memusyswsrahken hal
tersebut. Apsbils mereka sepakat dan berijma’
"meka beramal terhadap hsl ysng ditetapkan tedi
hukumnya wajib. (Ahmad Nusthafa Al-Maraghi III,

tt. : 72).



E. Pemerintshan megs Resulullah Saw.

Pembicarsan tentang pemerintahan dalem Islam
tidak bisa lepas dengan perbincangan mengenal peme-
rintshan di masa Rasululleh. Karena beliaulah yang
pertama kaii membentuk pemerintahan Islam, sesudsah

hijreh dari Mekkah ke Madinah.

Sebenarnya negara Islam yang pertama didiri-
kan oleh Rasulullah saw. tersebut berawal dari suatu
kejadisn yang sederhana, namun akhirnya menjadi ti-
tik kecil awsl lashirnya era bsru bagi Islam dsn jugasa
bagi dunia, yaitu perjumpasn Rasulullah saw. di Aqa-
bah Minas dengen orang dari suxu Kharsj Yasrib, yeng
datang ke Mekkah untuk menunaikasn ihadah haji. Dan

kepada mereka didekwehkan Islam den mereks menerima.

Sekembali mereks ke Yasrib, dikembanskanlah
Islsm di sana dan banysk penduduk Yasrib ysng masuk

ISlamt

Pahun berikutnys, datanglsh dua belas orang
pria lagi dari Yasrib den berjumps lagi dengan Rasu-
lullsh saw. di Agabsh. Merekspun mssuk Isiam. Berss-
mo mereka, Rasulullsh mengirim Mss'sb birn Umair un-
tuk mempersispkan mental dan fisik Yasrib menjadi

murkas besar umat Islam.
\



tads musim heji berikutnys, detanglsh dari
vasrib ke Mekkah 70 orang muslimin dan musyrikin le-

gi untuk menjumpai Resulullsh.

Pada waktu tengah malam sunyi, mereka berkuu-
pul di Jsbal Aqebah, di sntaras mereks terdapat dua
orang wanita, yaitu Nagitab binti Ka'ab (Umi Imgrah)
dan Asma' binti Amr bin Ady. Reasulullah dengan di-
temsni oleh pemannys Al-Abbas (walktu itu belum Islam
lagi, tapi pergi untuk menentramkan hati kemenaken-

nys) datang menjumpal mereka.

Dalam pertemuan politik yang penting itu, Ra-
sul bersabde: "Says meminta ikrar sgudara-ssudars,
agar membela says seperti saudara—-saudara membelsa
jgtri dan ansk ssudars-saudara gendiri." Dengsn se-
rentak mereka berikrar, "pemi Allsh kami akan memb e~
la engkau ya Rasulullah, geperti halnya kami membels
jgtri den ansk-anak kemi gendiri. Sesungguhnyea kami
edsleh putras-putra pahlawan yang gelslu siap meumper-
gunskan qgnjata." Setelah itu Rasulullah melantik
dus belas orang di anters mereka untuk menjsdl pe-
mimpin dan perwire; tiga dari suku Khazraj dan sem-
bilan deri suku 'Aus. Hal ini merupsken langkah nya-

te membentuk kekuatan fisik di luer Mekkah,

midak berapa lama getelah terjadi peristiwa
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politik yang bersejsrah itu, make Resulullah bersama

sshabatnya yang setias Abu Baksr hijrah ke Yasrib.

Hijrahnyas belisu ke Yasrib berarti berkumpul-
nya panglims tertinggi dengan pera prerwira dsn pasu-
ksnnya, den ssat itu pulslah dinystakan Dberdirinya
Daulsh Islemiysh (negera Islam) yang waktu itu masih
dipskai istilah "umgt Islam". Peristiwa yang maha
pénting itu, ditetapkan menjudi tarikh tahun hijrah.
Dan dengan tetapnya Rasulullgh di Yasrib ysang kemu-
dian namenya diubsh menjadi "isdinsh", maka lshir-
lah unsur kekuatan (sultsh) ysng berpusst pada diri-

nya yang mulia. (A. Hasjmi, 1984 : 46).

Setelah Daulah Islamiysh diproklemirken, meka
Rasul sebagal kepals negara mengamﬁil guatu langksh
politik yang sangat penting, yasitu mengikat suatu
perjanjian entara kaum wmuslimin di sstu pihsk dengsn
kaum Yahudi dan musyrikin Madinsh di pihek lain. Ke-
jadisn tersebut lebih dikenal dengsn istilsh "Piagam
Medinsh" yang isinya secara garis besar adslah meng-
atur kehidupan dan hubungen sntsrs komunitas-komuni-
tas yeng merupaksn komponen-komponen masyaraekat yang
majemuk di Msdinsh. (H. Munawir Sjadzasli, MA, 1996 :
10).

Seielah diuraikan sedikit sejarsh lahirnya



Detlaeh Islamiysh di Medinah tersebut, mske timbul
suatu permasalahan, bagaimana Rasulullsh memerintah,
sisps yang memegang lkekuassan ekgekatif, kekuasaan

legislatif serta bagaimana hubungsn antara keduanya.

1. Kekuasaasn Eksekutif

Pada mass pemerintahan Rssulullah ini, kekua-
gpan ekskutif dipegang oleh kepals negara, yaitu Ra-
guiullah. Sebagai kepala negera, beliau bertugas me-
mimpin negara, mengepalai tentara, mehgumumkan pe-
rang, mengikat perdasmaian, mensndatangani den mem-
batalkan perjenjian, mengangkat pars panglima dan
pora gubernur serta para hgkim dan memperhastikannysa,
mengurusg urusan-urusan keuangan, kehgkiman den admi-

nistresi. {A. Hasjmi, 1984 : 50).

Ragulullsh dalsm kapasitasnys sebagai kepals
negara meminta pendapat serta bantuan darl paras sa-
habatnya dalem menangani messlah-masalsh penting,
baik yang bersifat umum mgupun khusus. Resulullah
memberi tug;s kepads pura sshabatnya dan memberi tu-
gas kpusus kepada Abu Bskar. Oleh karena itu Abu Ba~
kar mendspst julukan wazir Rasulullah. (Dr. Mshmud

Hilmi, 1978 : )

Menurut Hesan Ibrahim Hasan dalam bukunya Ta-
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rikhul Islam As-Siyassi yeng dinukil olen A. Hasjmi,
menyebutksn bghwa para pembantu Rasulullsh (Abu Ba-
kar, Umer, Usman dan Ali; melaksanakan pekerjaen
wazir kendatipun psda saat itu mereks belunm digelar
dengan gelaran tersesbut, karena gelar tersebut belum
gsebegitu terkenal delsm lingkungan orang-orang Arsb.

(A. Hasjmi, 1984 : 240).

Dalsm riwsyat lain yang ada, disebutksn bahws
Rasulullah pernah mengangkat beberapa orang walcil
(sshabat) untuk menjsdi hakim dan menetapkan hukum
pade permasalshan yang mereka hadapi. Dalam Shahih
Al-Bukhari diriwayastkan, bshwa Rasulullsh mengirim
Khalid bin Al-Walid ke Yaman sebelum haji wada' di-
gertai oleh beberaps orang sshabat lain. Sesudsh itu
beliau mengirim pula Ali bin Abi Thalib menggantéyan
Khalid untuk mengambil zakat seperlima hserta, kemu-
dian Ali membawa hasil pungutannys itu ke Mekkah di
gaast Rasulullsh saw. sedang berada di kota itu. (Ha-
dits Buchori). (Ali Abdul Razik, 1985 , 65)

Selain itu Rasulullah juga mengutus beberapa
orang utusan kepada raje-raja dan penguass-pengus-
se negara lein. Para utusan tersebut membswa surat-
surat 'yang ieinya ?engajak untuk mosuk Islam. Dan un~
tuk wmeyskinkan psda raja-raja dan penguasa-penguasa

negare leirn bahws utusan-utusan tersebut benar-benar
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diutus oleh Rasi:lullah (kepals negara), maka Resu-
1ulleh membustkan cincin dari perak dan bertuliskan

vMuhammad Rssululleh". (Mubhammad Husen Heikal, 1990:

415).

Kalau kita lihat dari riwayat tersebut Jelas
bashwa Rasulullsh mengirim para utussn atss nams be-
1isu. Kaslasu hal itu kita identikkan dengan kesdasan
gekarang meka hampir ssma dengan duts, walsu munglkin
tugas yang diemban oleh para utusan tersebut masih
terbatas menysmpaikan surat-surat dari Rasulullsh

tentang seruan masuk Islam.

2. Kekussaan ILegislatif

Pada mass pemerintahan Resulullah ini, kekua-
saan legisletif dipegang oleh Rasulullsh sebagai ke-
pala negara y&ng tentunya selalu berpijak pada Al-
Qur'an dan wehyu-wahyu yang turun. Nemun dslasm prak-
teknya, Resulullah sering mengajak sahabat- sahabat-
nya bermusyawarsh tentang beberaps hal diluar masa-
lah kesyari'atan yang menyangkut kepentingan umat
walaupun sebenarnya belisu berkspasitas sebagai Ra-
culullah, menerims wahyu dan petunjuk dari Allah ser-
ta dijamin Kebenarén tindskan dasn ucapannys. Dengan
demikisr, di samping Allsh, meks Muhammad dalsm ka-

pusitasnya sebeagsl Rasul adalab merupakan sumber a-



jaren Islam, sehinggs pada tehap awal berdirinys ne-
gara dan pemerintshan Iglsm ini, Mubhammad bukan sajs
sebagal kepala negars, y8ng berfungsei melaksanakan
ajeran Allsh, tetapi jugs sebagai Resul yang mempu-

nyoi otoritas sebagal sumber hukum.

Dalem musyawarah tersebut maging~-masing saha-
bai menysmpaiken pandangannys. Misalnya kasus para
tawanan perang Badar. Abu Raker dan mayoritaes saha-
bet lainnys lebih suka memberi mesaf. Namun Umar dsn
beberapa sshabat lainnya berpendapat memberi hukuman
mati pads para tawanan perang tersebut. Kemudisn Ra-
sulullah bertindak sesusi dengan pandangan Abu Bakar

dan mayoritas sahabat lainnya. (Muhammad S. El. Wa,

1983 : 44).

Nemun perlu dicatat juga bahwa pembahasan ma-
salsh kekussean legislatif pada masa pemerintahan
rResulullah ini sulit untuk digmbil suatu kesimpulan
yang pesii tentang gsispa sebenarnya Yyang lebih mem=
punyéi kekuassen dalam hal ini. Menginget kapasitas
veliau ysng paling pokok adalah pembawa risaleh dari
Allsh. Sehingga tindakan belisu sebagai kepale nega-
ra dalam menentuken kebijaksansan-kebijeksanasn di-
pandahg gebagai risalah. Akhirnys gulit melihat yang

mans Xebijaksanaan beliau sebugai kepala negsra.
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Berdasarkan kenyatsan bahwa dalam musyswarsh
Rasulullsh sebagai penentu kata skhir make hendsknya
hel ini tidek dilihat bahwa yeng mempunyai kata skhir
dalsm musyawarah adaleh kepale negara. Kita melihat
prinsip yeng diterapkan oleh Rasulullan yaitd musya-
warah, sebenasrnya secara logika, Rasulullsh tanpa
musyewarah pun sudsh cukup untuk memutuskan suatu
kebijaksanaan atau peraturan-peraturan, karena be-
lisu sdalah pembawa risalah. Namun mengapa beliau
melakukan musyawarah dsn meminta pertimbangan para
sghabat, hal ini tak lain bahwa Rasulullah mengajar-
ksn kepadas kita bahwa apabila nantinya timbul suatu
permasalahan dan beliasu sudeh tidak eda maks hal itu
harus dilakuksn dengan jalan musyawsarah.
Sedangkan Rasulullsh memegang kata ékhir delam  mu-
syawarsh itu diksrenakan selain beliau sebagai kepe-
ls negara belisu agalah seorang Rasul yang selalu
mendapat petunjuk dari Allsh dan gsahabat betul-betul
memegang teguh hal itu maka terhadap semuas permesa-
lahan yang telsh dimusyawarahkan bagaimanapun  pan-
dangan dari sahabat, mereka tetap menyerahkan  kata
akhir pads Rasulullah dan menerima putusan tersebut,
walau mungkin padé akhirnys Rasul pernah ditegur o-

leh wahyu karena salah mengambil kebijsksansan.
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P. Pemerintahsn Mess Khalifa Ar-Rasyidin

Prinsip-prinsip dasar pemerintshan yang men-
jadi tumpuan dan arah sistem pemerintshan dslam masa
Rasulullah saw. sepeninggal beliasu dijadikan pedomsn
delam penyzlenggarsan pemerintahan oleh para khali-
fah (pengganti) beliau. Umat Islam menyebut para
khalifsh pengganti Rasulullah tersebut dengan sebut-
~an Khulafa ar-Rasyidin, yaitu para' khalifsh yang
adil dan bensr. (Abu A'la Al-Maududi, 1993 : 111).

Sebutan demikian terhadap pars khalifah ter-
seSut layak, karena memang dalam penyelenggarsan pe-
merintahannya para khalifah tersebut selalu mengacu
pada prinsip~prinsip dasar pemerintshan yang telah
dicontohkan oleh Rasulullesh. Dan mémang para khe-
1ifah tersebut adalsh sahabat utama Rasulullah 'yang
selalu deket dengan beliau dsn tshu persis spa Yysang
telah dicontohkan oleh Rasulullsh terhadap mereka di
saat Rasulullah menjsdi kepala negara. Hal yang de-

mikian sudsh tidak diraguken lagi.

Sebenurnys sepeninggal Rasululleh, beliau ti-
dak menunjuk salah seorang penggsntinya atsu mews-
siatkan hal tersebut. Nsmun tokoh-tokoh dalam mesys-
rakat musliin merngetahui benur bahwea Islam menuntut

sdanys kexhslifshan yarg didasarken musyawarah.



42

Adapun cara pengangkatan khalifah pada mass

inipun bermacam-macal, antara khalifah yang satu de-
ngan yang lainnya. Hel ini disebabkan karena Rasu-
lullsh tidsk menunjuk atau mewasistkan jabatan ter-
gebut sebelum beliau meninggal, juga tidak menunjuk-
kan care-cara pengangkatan khalifah tersebut, beliau
hanye meninggalkan pringip-prinsip yeng harus dipe-
geng oleh para penerusnya yaitu musyswarah dslam me-~

nentukan masalah kepentingan umat.

Langkeh Rasulullaeh ini mempunyai pengertian
yang sangat luas karenas andal sajas Resulullan memi-
1ih penggantinya meke wajiblah bagi para muslimin
untuk menerimanya sebagai khalifah walaupun mungkin
ada perasaan berat.

Begitu juga andsi saja Rasulullsh ﬁenentukan sugtu
cara memilih khalifah meka cara tersebut menjadi ss-
tu-satunya cars pemilihan khalifeh bagi kaum musli-
min sepanjang masa, walsupun mungkin cara tersebut
sudah tidsk relevan dengsn gituasi dan kondisi Yyang
ades, namun mengingat hal tersebut diajarkan oleh Re-
sul mgks umatnyas harus menganggap hal tersebut sgeba-
gai snloh ssatu risalsh yang beliau bawa. Meruxrut Dr.
M. Amin Raeis, bahws syari'at Islom tidask berbicara
mendétail tentang hel-hal tersebut, namun memberikan

nilai politik atsu prinsip = prinsip konstitusional
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tentang semus hal Yyang menyangkut kenegarasan agar
umat Islam secara cerdas dan kreatif dapat merumus-
kan keperluan-keperluannya sesual dengan perkembang-

an zaman. (Dr. M. Amin Rais, 1987 : 56).

Secara garis besarnya pengangkatan khalifah
pada waktu itu adalah sebagal beriikut: "Khalifah per-
tema, Abu Bskaer dipilih oleh kepala-kepala muhajir
dan anshar yesng hasdir di Msdinah di.waktu Rasulullsh
telah meninggal dunia.

Di wektu is telah hampir meninggal pula, dicslonksn
Umsr sebagai gsntinya, dan pilihannya itu diterima
oleh mesyasrakat. Ratifikasi dalam perksra ini, sams
dengan pemilihsn. Tatkals Umar akan meninggal dica-
lonkannys satu badan pemilih yang terdiri dari enam
orang pars sahabat yang terkemuks dan mempercayskan
kepada mereke untuk memilih gantinya dalem kelongsn
mereks. Pilihan mereka itu jatuh pads Usman yang te-
1sh diskui masyarakat sebagai gontinys yang berhak.
Sesudsh Usman meninggsel pula, Ali diproklamirkuan men-
jadi Amirul Nukminin oleh segolongar manusis di mas-
jid Nati, dan musysrakat waktu itu menerimas pula

proklémasi tersebut." (Muhammsd Asad, tt. .: 17).

Setelah kits mengetahui secara global pemerin-

tsh khulafa sr-rasyidin, delam bepak kits bertanys



L4
bugaimana sistem pemerintshan pada saat itu, khusgus-

nya sosislisasi dayi kekuasasan ekskutif dsn kekuasso-

an legislatif, serta hubungan antara keduanya.

1. Kekuessaan Ekskutif

Pada masa pemerintahan khulafa ar- Rasyidin,
kekuasaan ekskutif dipegang oleh khalifsh. Hal ini
tampak jelse disebutksn dslam sejarah-gsejarsh bshwa
beliau berkedudukan sebagai kepala negara selsligus
kepala pemerintahan. Dalam segala urusan kenegarean

nampak betul keterlibatan mereks di dalasmnya.

Pars khalifsh wektu itu wslaupun beliau meme=-
gong kekuasasn tertinggi dalam pemerintshan, namun
delem melsksansksn tugasnya sering kaeli meminta ban-
tusn sshabat dekatnys dalem penyelenggarsan pemerin-
tahan. Kenystoen seperti ini banysk terjadi pada wal-
tu itu walsupun mungkin belum diatur merurut suatu
siptem pemerintshan yang jelas dsn mengikst. Nemun
setidaknyu tampak bshwa khalifeh dalam mengemban tu-
gas kekuassan ekskutid tidak menjalankan tugasnya

cendiri ssjs, tetapi dibantu oleh beberapa orang.

Menurut Dr. Muhammed Husen Heikal, babwa pedsa
awal ﬁemerintahan Islam (masa Rasulullah) perkem=

bungan struktur politik berjalen lemban. Baru ketika
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tampuk pimpinan dipegang oleh Abu Bekar tepatnya ke-
tike khalifsh berhasil menundukkan sksi  kemurtadan
perkembangannya mulai tampak jelas. Pads masa khali-
fah Umar, belisu telah membentuk kabinet, yang kemu-
dian pada masa khalifah Usman menjadi semakin besar.
pan ternyste hel ini gemakin berkembang pads masa =
moss pemerintahan pasca khulafs ar-rasyidin. (Dr.bdu-

hammed Husen Heikal, 1990 :24).

Sasme hslnya dengan keadaan di masa Rasulullsh
pada masa pemerintahan }khulafa ar-rasyidin ini ma-
sing-masing khalifah mempunyai orang kepercayaan
yang dekat sebagail pembantu dalem melsksanakan  tu-
gas-tugas kenegaraan, di samping jugs ads beberapa
orang lain yang diberi tugas. Orang kepercayaan atau
yang terdekat tersebut oleh sebagian orang Arab d4i-
gebut sebagai wazir. Misalnya, pada pemerinteghan kha-
1ifah Abu Bakar, Umar sebagail wazirnya, pada masa
khglifah Umar, Usman sebagal wazirnya, dan pada masa
khelifsh Usmen Ali sebagai wazirnya. (4. Hasjmi, 1984
: 240).

Orang kepercaysan atau wazir menurut istilah
psds seat itu bekerja membantu khalifah dalam me-
1sksanakan tugas-tugasnya. Tentang pertanggung ja-

wabannys, sebagai seorsng muglim tentunya bertang-



gung Jawab kepada Allah Ts'ala dasn yang yang memberi

amanat kepsda dirinya.

2., Kekussaan ILegislatif

Pada masa pemerintahan khulafa ar-rasyidin ini
undang-undsng yang diberlakukan asdalsh sesuai dengan
Al-Qur'sn dan Sunnah Rssulullsh., Namun mengingat
permasalahan semakin banyek yang timbul, maka kebu-
tuhan akan perundang-undangan terus berjslan bshkan
gsemekin banysk. Hal ini menuntut untuk diciptaksnnya
undang-undang tentang hél-hal yang tidak ads keten-

tusnnya dengan jelas dalam nash.

pelam rangka membuat undang-undang tersebut
khalifah selalu menggunakan prinsip husyawarsh. Dan

——

beliasu yeng memimpin musyawarah tersebut.

Di zamen khalifsh pertama, Abu Beskar dalam me-
nerapkan ayast "smruhum syura bainghum™ yaitu dengan
mempunyai satu dewan yang aken membantunys untuk me-
ngatur pemerintahan, dengan hasrat yang penuh kemba-
1i kepadas perasturan-peraturan yang telah diterims,
baik oleh asdat-istiadat zaman lsmpau dan tidak per-
nsh dipsntah oleh sysri'eh, yaitu rapat dari kepala-
kepala suku dan pemimpin-peminpin keluarga. (Muhammad

Asad, tt. : 42).
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Memang kenyataan pada saat itu demikian, masyarakat
memelihara organisasi-organisasi suke stau keluargs
gserta menghormati para pemimpin~pemimpin mereka. Dan
pemimpin-pemimpin mereks mempunyail kekuasaan? berbi-
cara dan bertindak ates nana golongan yang .mereka

Wakili °

Prinsip musyawsrah ini akhirnya tetap dipe-
éang dan dipertahankan oleh para khalifah sesudah
Abu Baskar dalesm rangks menetapkan suatu pendapat yaug
tidak ada nash dalam Al-Qur'an atau Sunnsh  Rasu-
lullsh, ateu ada nash namun.diragukan dan akhirnys
menjadi sumber hukum beru yang dipraktekkan setelah

wafatnya Rasulullah.



